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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 01 TAHUN 2009

TENTANG

- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

¥

balwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sehagaimana telah diubah heherapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomeor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tertang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepada Dewan Perwvakilan 2alovat Daerah (DPRD) nntuk mempernleh

persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) vang diajukan sebagaimana
dimaksud dajam huoraf 2. meropakan perwuiudan dari vencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 vang djabarkan ke dalam
Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran »ang relah disepakati bersama amara Pemerintah Daerah dengan
DPRD pada tanggal 12.danuari 2009:



hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2009;

Undang-Undang ﬁamrat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten—Kabupéten dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 1091);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahaa Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); \

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2661 tentang "ajak Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Takun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negaru Republik Indonesia Nomor 4138);




“{apkan

143

1.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200] tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

Peratur.n Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (I.>mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun

20086 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah (J.embaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2001 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkﬁlu Selatan Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
dan
BUPATI BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009



()

Pasal 1

Apggatan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :
1 Pendapatan Daerah Rp. 361.610.456.616,00
4 Helanga Dacrah Rp. 393.993.689.350,00
Surplus/(defisit) Rp. (32.383.232.734,00)
3 l’vmhi::yn’an Dacrah :
a Penerimaan Rp. 32.383.232.734,00
b Penzeluaran Rp. - 0,00
Pembiayaan Netto Rp. 32.383.232.734,00
Misi | .cbih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

I'endapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

#.  Pendapatan asli daerah sejumlah  Rp. 17.390.790.616,00
b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 340.219.666.000,00

¢.  Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 4.000.000.000,00

Pedapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pend

4. Pajak daerah sejumlah  Rp. 1.534.654.000,00
b.  Retribusi daerah sejumlah Rp. 11.340.193.360,00

apatan :

¢.  Hasil pengelolaan kekayaan dacrah yang dipisahkan sejumlah Rp. 92539] 256,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumiah  Rp. 3.590.552.000,00



Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
o Dana bagi hasil sejumlah Rp. 17.589.000.000,00

b.  Dana alokast umum sejumlah Rp. 272.434.666.000,00

¢.  Dana alokasi khusus sejumlah  Rp. 50.196.000.000,00

{4y

Lain lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :

1 Hibah sejumlah Rp. 0,00

b.  Dana darurat sejumlah Rp. 0,00

c.  Dana bagi hasil pajak sejumlah Rp. 4.000.000.000,00
d

e

{1)

Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 0,00
Baituan keuangan dari propinsi atau-dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a.  Belanja tidak langsung sejuinlah Rp. 225.085.598.150,00
b.  Belanja langsung sejumlah Rp. 168.908.091.200,00

Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
a.  Belanja pegewai sejumlah Rp. 201.010.294.100,00

b.  Belanja bunga sejumiah Rp. 0,00

c.  Belanja subsidi sejuralah Rp.  200.000.000,00

d.  Belanja hibah sejumlah  Rp. 7.527.000.000,00

¢.  Belanja bantuan sosil sgjumiah Rp. 7.245.000.000,00

£ Belanja bagi hasil sejumiah Rp. 0,00

v, Belanja bantuan keusngan sejumlah Rp. 5.831.200.000,00

h.  Belanja tidak terdugs sejumlah Rp. 3.272.104.050,00



Wsdatsas Langenng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
“ Helunga pepawal sejumlah Rp. 24.939.048.500,00 ‘

(N el barang dan jasa sejumlah Rp. 65.110.743.826,00

Hedanga modal sejumlah Rp. 78.858.298.874,00

v

Pasal 4

Pambiayin dacrah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
A Peperimaan sejumlah Rp. 32.383.232.734,00
b 'enpeluaran sejumlah Rp. 0,00

Peiisyimnan schagaimana (imeksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
4 - Simt lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (Silpa) sejumliah Rp. 32.383.232.734,00
b Pencairan dana cadangan sejumiah Rp. 0,00

v sl penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.9,00

il Pencrimaan pimjaman daerah sejumlah Rp. 0,00

¥ 'enerimaan kembali pemberian pinjzman sejumlah Rp. 0,00

i P'enierimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00

e liinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
it 'enibentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
i Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 00

. I*emtbavaran pokok hutang sejumlah Rp. 0,00
il I'emberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00



Pasal 5
Uraian leébih lanjut Anggaran :Pendapatan dan Belan}a Daerah sebagaimana dimaksud dalam  pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan baglan
tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :
1. Lampiran] Ringkasan APBD; 7
Lampiran IT  Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran [V Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Orgasnisasi, Program dan Kegiatan;
Lampiran V  Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduam Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kenn
Pengelolaan Keuargan Daerah;
6.  Lampiran VI Daftar Jumlah Pcgawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Pitang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penycriaan Modal (Investasi) Daerah;
9 Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Dacrah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Lainnya;
| Lampiran XI Daftar Kengiatan-Kegiatan Tahun  Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselasaikan dan Dianggarkan Kembali dalam T4
Anggaran Ini;

i+ lLampiran XJI Daftar Dana Cadangan Dacrah; dan

I.ampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6
Iupal menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APRID.

Pasal 7

i woen Dacrah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.



bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2009;

Undang-Undang ﬁarurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 1091);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambzahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tzhun 1994
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun 2004 Nomor
5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); ‘

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambzhan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedva atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); ‘

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Leinbaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 260! tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Takun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);




\iiir setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabuputen Ben,
welntan.,

Ditetapkan di Manna
pada tanggal, 31 Maret 2009

PENJABAT BUPA NGKULU SELATAN

/7.7 %

e

AGUSRIN M. NAJ AMUDI

i nmindongkan di Manna
ol inggal 31 03 - 1009
‘ SEKRETARIS DAERAH
- KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Drs. H-A-NAZIMUDDIN
Pembina Utama Muda NIP. 19530722 198503 1 004

"AN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR : o1



